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NOTA DINAS
Kepada . Kepala Seluruh Pimpinan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kota Batam

Dari . Sekretaris Daerah Kota Batam
Tanggal : 1% September 2023
Nomor : ©02/800.1.6.2/1X/2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penegasan Mengenai Kewajiban Pembagian Penghasilan Setelah

Perceraian kepada Mantan Istri dan Anak-Anak PNS

Menindaklanjuti surat Kepala Badan Kepegawaian Negara
Nomor. 6437/B.AK.03/SD/F/2022 tanggal 18 Maret 2022 perihal
Penegasan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor. K.26-
30/V.99-6/99 tentang Penjelasan mengenai Kewajiban Pemberian
Sebagian Gaji kepada Mantan Istri dan Anak-Anak PNS, bersama ini
disampaikan hal sebagai berikut:

1. Pembagian penghasilan setelah perceraian kepada mantan istri dan
anak-anak PNS, mempedomani ketentuan pada:

a. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang lzin
Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Izin Perkawinan dan
Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

b. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil;

c. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor
94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

d. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 79 Tahun 2021 tentang
Pembinaan Kepegawaian dan Mekanisme Penyelesaian
Pelanggaran Disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan
Pemerintah Kota Batam;

e. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara
Nomor. B8/SE/1983 tanggal 26 April 1983 tentang Izin
Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

f. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara
Nomor. 48/SE/1990 tanggal 22 Desember 1990 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor
45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian
Bagi Pegawai Negeri Sipil;

g. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor. K.26-
30/V.99-6/99 tanggal 11 Oktober 2016 perihal Penjelasan

mengenai kewajiban pemberian sebagian gaji kepada mantan
istri dan anak-anak PNS;



h. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor.
6437/B.AK.03/SD/F/2022 tanggal 18 Maret 2022 perihal
Penegasan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor.
K.26-30/V.99-6/99 tentang Penjelasan mengenai kewajiban
pemberian sebagian gaji kepada mantan istri dan anak-anak
PNS; dan

I. Surat Edaran Wali Kota Batam Nomor 67 Tahun 2016 tentang
Kewajiban Pemberian Sebagian Gaji kepada Mantan Istri dan
Anak-Anak Pegawai Negeri Sipil.

2. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang
Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45
Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
10 Tahun 1983 Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai
Negeri Sipil, pada:

a. Pasal 8, ayat:

(1)

(2)

()

Apabila perceraian terjadi atas kehendak PNS pria,
maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk
penghidupan bekas istri dan anak-anaknya.

Pembagian gaji sebagaimana dimaksud ayat (1) ialah
sepertiga untuk pegawai Negeri Sipil pria yang
bersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya, dan
sepertiga untuk anak atau anak-anaknya.

Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak, maka
bagian gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri
Sipil kepada bekas istrinya ialah setengah dari gajinya.

Pembagian gaji kepada bekas istri tidak diberikan apabila
alasan perceraian disebabkan karena istri berzina dan atau
melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir
maupun batin terhadap suami, dan atau istri menjadi
pemabuk, pemadat, penjudi yang sukar disembuhkan, dan
atau istri telah meninggalkan suami selama 2 (dua) tahun
berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah
atau karena hal lain di luar kemampuannya.

Apabila perceraian terjadi atas kehendak istri, maka ia tidak
berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya.

Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (5) tidak berlaku,
apabila istri meminta dicerai karena dimadu dan atau suami
berzina dan atau suami melakukan kekejaman atau
penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap istri,
dan atau suami menjadi pemabuk, pemadat, penjudi yang
sukar disembuhkan, dan atau suami meninggalkan istri
selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin istri dan
tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar
kemampuannya.

Apabila bekas istri Pegawai Negeri Sipil yang
bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji
bekas suaminya menjadi hapus terhitung mulai ia
kawin lagi.



b. Pasal 16 ditegaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang
menolak melaksanakan ketentuan pembagian penghasilan
gaji sesuai dengan ketentuan Pasal 8, dijatuhi salah satu
sanksi hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan
Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

3. Berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Administrasi
Kepegawaian Negara Nomor. 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983
tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil
pada:

a. Romawi | Angka 4 huruf g, bahwa gaji adalah penghasilan
Pegawai Negeri Sipil yang terdiri dari:

(1) Gaji pokok;

(2) Tunjangan keluarga;

(3) Tunjangan jabatan (jika ada);

(4) Tunjangan perbaikan penghasilan; dan

(8) Tunjangan lain yang berhak diterima berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, setelah
dipotong iuran wajib.

b. Romauwi lll Angka 24 dan 25, bahwa apabila anak telah berusia
21 (dua puluh satu) tahun atau 25 (dua puluh lima) tahun namun
masih bersekolah, yang telah/pernah kawin, atau telah
mempunyai penghasilan sendiri, maka pembayaran bagian gaji
untuknya dihentikan dan bagian gaji yang dihentikan
pembayarannya tersebut dibayarkan kepada Pegawai Negeri
Sipil yang bersangkutan

c. Romawi Ill Angka 26, bahwa apabila PNS Pria yang telah
menceraikan istrinya dan kemudian menikah lagi dengan wanita
lain dan kemudian menceraikannya, maka mantan istri tersebut
berhak menerima:

(1) 1/3 (sepertiga) dari 1/3 (sepertiga) gaji PNS vyang
bersangkutan, apabila anak mengikuti PNS tersebut.

(2) 2/3 (dua per tiga) dari 1/3 (sepertiga) gaji PNS yang
bersangkutan apabila anak mengikuti bekas istri.

(3) Apabila anak sebagian mengikuti PNS yang bersangkutan
dan sebagian mengikuti mantan istri, maka 1/3 (sepertiga)
dari 1/3 (sepertiga) gaji yang menjadi hak anak itu dibagi
menurut jumlah anak.

4. Berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Administrasi
Kepegawaian Negara Nomor. 48/SE/1990 tanggal 22 Desember
1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Peraturan
Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang lzin
Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, pada:

a. Angka 14 bahwa PNS yang diwajibkan menyerahkan bagian
gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya, wajib
membuat pernyataan tertulis.

b. Angka 17 bahwa yang dimaksud gaji adalah penghasilan yang
diterima oleh suami dan tidak terbatas pada penghasian suami
pada waktu terjadinya perceraian.



C.

d.

Angka 18 bahwa Bendahara gaji wajib menyerahkan secara
langsung bagian gaji yang menjadi hak bekas istri dan anak-
anaknya sebagai akibat terjadinya perceraian, tanpa menunggu
pengambilan gaji dari PNS bekas suami yang telah
menceraikannya.

Angka 19 bahwa bekas istri dapat mengambil bagian gaji yang
menjadi haknya secara langsung dari Bendahara gaji, atau
dengan surat kuasa, atau dapat meminta untuk dikirimkan
kepadanya.

5. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka diminta kepada
Saudara selaku Pimpina Perangkat Daerah agar:

a.

Mempedomani ketentuan mengenai pembagian penghasilan
setelah perceraian PNS sebagaimana ketentuan Angka 1
tersebut di atas.

Mengatur teknis pembagian penghasilan setelah perceraian
bagi PNS pria yang bercerai yang ada di Perangkat Daerahnya;

Memerintahkan kepada Bendahara gaji dan/atau pengelola
pembayaran gaji untuk memotong sebagian gaji dan TPP yang
menjadi hak mantan istri dan anak-anak PNS;

Memerintahkan kepada PNS Pria yang bercerai untuk memberi
kuasa kepada Bank Riau Kepri Syariah Batam agar memotong
penghasilannya (gaji dan TPP) setiap bulan secara elektronik
untuk keperluan pembagian penghasilan setelah perceraian
kepada mantan istri dan anak-anaknya serta menyetorkannya
ke rekening bank mantan istri (apabila anak tinggal bersama
dengan mantan istri);

Berkoordinasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah (BPKAD) Kota Batam terkait teknis pelaksanaan
pembagian penghasilan setelah perceraian kepada mantan istri
dan anak-anak PNS;

Memantau pelaksanaan pembagian penghasilan setelah
perceraian kepada mantan istri dan anak-anak PNS setiap
bulannya; dan

Menyampaikan laporan kepada Wali Kota Batam dengan
tembusan kepada Sekretaris Daerah dan Kepala BKPSDM Kota
Batam apabila ada PNS pria di unit kerjanya yang tidak bersedia
(menolak) melakukan pembagian penghasilan setelah
perceraian kepada mantan istri dan anak-anaknya.

6. Bahwa hukuman disiplin yang diberikan kepada PNS tidak
menggugurkan kewajiban PNS tersebut untuk memberikan
sebagian gaji yang merupakan hak mantan istri dan anak-anaknya.

7. Bagi PNS pria yang telah bercerai dan kemudian menikah lagi
dengan wanita lain, tetap berkewajiban untuk melakukan
pembagian penghasilan setelah perceraian (selagi mantan istri
belum menikah lagi).



8. Nota Dinas ini merupakan penegasan dari Surat Edaran Wali Kota
Batam Nomor 67 Tahun 2016 tanggal 21 November 2016 tentang

Kewajiban Pemberian Sebagian Gaji kepada Mantan Istri dan Anak-
Anak Pegawai Negeri Sipil.

Demikian  disampaikan, untuk menjadi perhatian dan
dilaksanakan, terima kasih.

a.n.  Wali Kota Batam
Sekretaris Daerah

Jeftiin, M.Pd
ind Utama Madya
. 19681225 199802 1 006

Tembusan:

Wali Kota Batam:

Wakil Wali Kota Batam:

Asisten Administrasi Umum Setdako. Batam:
Kepala BPKAD Kota Batam; dan

Kepala BKPSDM Kota Batam.
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BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Jalan Mayor Jenderal Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur 13640
Telepon (021) 8093008; Faksimile (021) 8090421
Laman: www.bkn.go.id;| Pos-el: humas@bkn.go.id

Nomor . 6437/B-AK.03/SD/F/2022 Jakarta, 18 Maret 2022
Sifat Penting

Lampiran : 1 (satu) lampiran

Hal Penegasan Surat Kepala BKN Nomor: K.26-30/V.99-6/99

Yth.

Tentang Penjelasan Mengenai Kewajiban Pemberian
Sebagian Gaji Kepada Mantan Istri Dan Anak-Anak PNS

1. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat

2. Pejabat Pembina Kepegawaian Provinsi

3. Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten/Kota
Di

Tempat

Dalam rangka pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan

Kriteria (NSPK) Manajemen ASN sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
tentang Aparatur Sipil Negara serta banyaknya surat pengaduan terkait dengan permasalahan
pemberian sebagian gaji kepada mantan istri dan anak-anak Pegawai Negeri Sipil, bersama ini
kami sampaikan bahwa Badan Kepegawaian Negara telah mengeluarkan Surat Kepala Badan
Kepegawaian Negara Nomor: K.26-30/V.99-6/99 tanggal 11 Oktober 2016 perihal Penjelasan
mengenai kewajiban pemberian sebagian gaji kepada mantan istri dan anak-anak PNS (terlampir).

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat kami simpulkan sebagai berikut:

. Dalam penyelesaian permasalahan kepegawaian, khususnya pembagian gaji terhadap mantan

istri PNS pasca perceraian, diharapkan kepada setiap Pejabat Pembina Kepegawaian masing-
masing instansi agar berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan
sebagaimana dimaksud;

. Pejabat Pembina Kepegawaian wajib memerintahkan bendahara dan/atau pengelola sistem

pembayaran gaji yang digunakan untuk memotong sebagian gaji yang menjadi hak mantan
istri dan/atau anak-anak PNS;

. Menjatuhkan salah satu hukuman disiplin tingkat berat kepada PNS yang menolak untuk

memberikan sebagian gaji kepada mantan istri dan/atau anak-anak PNS;

. Hukuman Disiplin tidak mengugurkan kewajiban PNS untuk memberikan sebagian gaji

yang merupakan hak mantan istri dan/atau anak-anak PNS.

Untuk selanjutnya mohon kiranya Pcjabat yang Berwenang (PyB) Instansi memantau dan

melaporkan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara perihal pelaksanaan tindak lanjut Surat
Kepala BKN Nomor: K.26-30/V.99-6/99 tanggal 11 Oktober 2016 tentang Penjelasan mengenai

kewajiban pemberian sebagian gaji kepada mantan istri dan anak-anak PNS.

- UUITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah." Q
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE A

Balal

Sertifikasi
Elektronik



Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima

kasih.
a.n. Kepala Badan Kepegawaian Negara
Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian
Ditandatangani Secara Elektroni
QDr. Otok Kuswandaru, S.Sos., M.SI.
Tembusan:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara, sebagai laporan;

2. Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara;

3. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Menteri/Sekretaris Utama Kementrian/Lembaga;
4. Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;

5. Direktur Pengawasan dan Pengendalian I, II, ITI, dan IV;

6. Kepala Kantor Regional I s.d. XIV BKN;

7. Kepala Biro Keuangan Kementerian/Lembaga;

8. Kepala Badan Keuangan Daerah;

9. Inspektorat Jenderal/Inspektorat Kementrian/Lembaga; dan

10. Inspektorat Daerah.

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat |
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah." Q
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE A

Balai
Sertifikasi
Elektronik




WALIKOTA BATAM

Batam, 2 Nopember 2016

Kepada Yth
Pimpinan SKPD di Lingkungan
Pemerintah Kota Batam
di-
BATAM

SURAT EDARAN
Nomor : 6% Tahun 2016

TENTANG

KEWAJIBAN PEMBERIAN SEBAGIAN GAJI KEPADA MANTAN ISTRI

DAN ANAK - ANAK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Menindaklanjuti Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor @ K.26-30/V 99.6/39
tanggal 11 Oktober 2016 perihal Penjelasan mengenai kewajiban pemberian
sebagian gaji kepada mantan istri dan anak — anak Pegawai Neger Sip' pasca
perceraian, maka disampaikan dan ditegaskan kepada Saudara hal — hal
sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor @ 10 Tahun 1983 Jo
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang lzin Perkawnan darn
Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, ditentukan antara lain pada
1) Pasal 8 yaitu

a)

b)

c)

d)

e)

Apabila perceraian terjad| atas kehendak Pegawa: Neceri Sipil oria
maka |a wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan
bekas istri dan anak — anaknya.

Pembagian gaji schagaimana dimaksud ayat (1) ialah sepertiga
untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga
untuk bekas istrinya, dan sepertiga lagi untuk anak atau anak -
anaknya.

Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian
gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil kepada
bekas istrinya ialah setengah dari gajinya.

Pembagian ga) kepada bekas istri tidak diberikan apabila alasan
perceralan disebabkan karena st berzinah, dan atau melakukan
kekejaman atau penganiayaan berat baik ‘ahir maupun oatin
terhadap suami, dan atau istri menjadi pemabuk, pemadat, penjud
yang sukar disembuhkan, dan atau istri telah meninggalkan suam
selama dua tahun berturut - turut tanpa 1zin suami dan tanpa alasan
yang sah atau karena hal lain alluar kemampuannya

Apabila perceraian terjadi atas kehendak istri. maxa 12 tidak berhak
atas bagian penghasilan can bekas suaminya.



f) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (5) tidak berlaku, apabila istr
meminta dicerai karena dimadu, dan atau suami berzinah dan atau
suami melakukan kekejaman atau penganiayaan berat bak lahir
maupun batin terhadap istri. dan atau suami menjadi pemabuk
pemadat, penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau suami telah
meninggalkan istri selama dua tahun berturut — turut tanpa izin istri
dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain apabila diluar
kemampuannya.

g) Apabila bekas istri Pegawai Negeri Sipll yang bersangkutan kawin
lagi, maka haknya atas bagian gajl dar bexkas suaminya menjadi
hapus terhitung mulai ia kawin lag!

2. Pada Romawi | angka 4 huruf g Surat Edaran Kepala Badan

Administrasi Kepegawaian Negara 08/SE/1983 Tentang izin Perkawinan

dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, antara lain ditentukan bahwa

gaji adalah penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang terdiri dari :

(1) Gaji Pokok ;

(2) Tunjangan Keluarga ;

(3) Tunjangan Jabatan (kalau ada) ;

(4) Tunjangan perbaikan penghasilan :

(5) Tunjangan lain yang berhak diterimanya berdasarkan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku, setelah dipotong iuran wajib;

. Pada Romawi Il angka 17,18, dan 19 surat Edaran Kepala Badan

Administrasi Kepegawaian Negara 48/SE/1990 Tentang Petunjuk

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 4§ Tahun 1980 ‘entang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 7983 Tentang (zin

Perkawinan dan Perceraian Bagl Pegawal Negeri Siplil, ditentukan bahwa

1) Yang dimaksud dengan ga) adalah penghasilan yang diterima cleh suami
dan tidak terbatas pada penghasilan suami pada waktu terjadinya
perceraian

2) Bendaharawan gaji wajib menyerahkan secara langsung bagian gaj yar g
menjadl hak bekas istri dan anak — anaknya sebagal akibat perceraian
tanpa lebih dahulu menunggu pengambilan gaji dari PNS bekas suami
yang telah menceraikannya

3) Bekas istri dapat mengambil bagian gaji yang menjadi haknya secara
langsung dari bendaharawan gaji. atau dengan surat kuasa. atau dapat
meminta untuk dikirimkan kepadanya

. Pasal 16 ditegaskan bahwa Pegawai Negeri Sipl yang menolax
melaksanakan ketentuan pembagian ga) sesual dengan ketentuan pasal &
dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 30 Tahun 1880 Tentang Peraturan Disiplin pegawa:
Mengingat Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1880 telah dicabut dan
diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2010 Tentang Disip i
Pegawai Negeri Sipil, maka penjatuhan salah satu hukuman disiplin berat
dimaksud mengikuti ketentuan yang ada pada Peraturan Pemerintah Nomor
53 Tahun 2010.



5. Berdasarkan hal - hal tersebut diatas, diminta kepada Saudara agar
melaksanakan  ketentuan sebagaimana tersebut diatas dengan
memerintahkan Bendahara gaji untuk langsung memotong bagian gaji PNS
Pria yang telah bercerai kepada mantan istri dan anak - anaknya dengan
cara transfer atau penyerahan langsung dengan bukti penerimaan tercatat
dan melaporkan ke Walikota Batam dengan tembusan Inspektorat dan Badan
Kepegawaian dan Diklat Kota Batam secara berkala

6. Bahwa diminta kepada SKPD untuk melaporkan Pegawai Negeri Sipil yang
telah melakukan Perceraian dan menolak kewajiban sebagaimana tersebut
diatas.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan
terimakasih.
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BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Nomor  :K.26-30/V.99-6/99 Jakarta, 11 Okteber 2016
Sifat Penting
Lampiran : -
Perihal Penjelasan mengenai kewajiban
pemberian sebagian gaji kepada
mantan istri dan anak -anak PNS
Kepada

Yth. 1. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat
2. Pejabat Pembina Kepegawaian Provinsi
3. Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten/Kota

di

Tempat

1. Berkenaan dengan banyaknya pengaduan yang disampaikan kepada kami, perihal
tersebut pada pokok surat, bersama ini diberitahukan dengan hormat bahwa
penyelesaian permasalahan kepegawaian berupa tuntutan kewajiban pemberian
sebagian gaji kepada mantan istri Pegawai Negeri Sipil, dapat kami sampaikan hal-hal
sebagai berikut :

a.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
pada Pasal 139 ditentukan bahwa pada saat undang-undang ini mulai berlaku,
semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dinyatakan
masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan
Undang-undang ini.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan
Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi
Pegawai Negeri Sipil, ditentukan antara lain pada :

1) Pasal 8 yaitu :

a) Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria, maka ia
wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan
anak-anaknya.

b) Pembagian gaji sebagaimana dimaksud ayat (1) ialah sepertiga untuk
Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya,
dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya.



d)

g)

Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang wajib
diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil kepada bekas istrinya ialah setengah
dari gajinya.

Pembagian gaji kepada bekas istri tidak diberikan apabila alasan perceraian
disebabkan karena istri berzinah, dan atau melakukan kekejaman atau
penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami, dan atau istri
menjadi pemabuk, pemadat, penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau istri
telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa izin suami
dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
Apabila perceraian terjadi atas kehendak istri, maka ia tidak berhak atas
bagian penghasilan dari bekas suaminya.

Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (5) tidak berlaku, apabila istri
meminta dicerai karena dimadu. dan atau suami berzinah dan atau suami
melakukan kekejaman atau penganiayaan -berat baik lahir maupun batin
terhadap istri, dan atau suami menjadi pemabuk, pemadat, penjudi yang
sukar disembuhkan, dan atau suami telah meninggalkan istri selama dua
tahun berturut-turut tanpa izin istri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal
lain diluar kemampuannya.

Apabila bekas istri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kawin lagi,
maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus terhitung
mulai ia kawin lagi.

2) Pasal 16 ditegaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang menolak melaksanakan
ketentuan pembagian gaji sesuai dengan ketentuan Pasal 8, dijatuhi salah satu
hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun
1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai. Mengingat Peraturan Pemerintah
Nomor 30 Tahun 1980 telah dicabut dan diganti dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka penjatuhan
salah satu hukuman disiplin berat dimaksud mengikuti ketentuan yang ada pada
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

c. Pada Romawi I angka 4 huruf g Surat Edaran Kepala Badan Administrasi

Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian

bagi Pegawai Negeri Sipil, antara lain ditentukan bahwa gaji adalah penghasilan

Pegawai Negeri Sipil yang terdiri dari :

1)
2)
3)
4)

Gaji Pokok;

Tunjangan Keluarga;

Tunjangan Jabatan (kalau ada);
Tunjangan Perbaikan Penghasilan;

5) Tunjangan Lain yang berhak diterimanya berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, setelah dipotong iuran wajib.

Pada Romawi II angka 17, 18, dan 19 Surat Edaran Kepala Badan Administrasi

Kepegawaian Negara Nomor 48/SE/1990 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai
Negeri Sipil, ditentukan bahwa :



1) Yang dimaksud dengan gaji adalah penghasilan yang diterima oleh suami dan
tidak terbatas pada penghasilan suami pada waktu terjadinya perceraian.

2) Bendaharawan gaji wajib menyerahkan secara langsung bagian gaji yang
menjadi hak bekas istri dan anak-anaknya sebagai akibat perceraian, tanpa
lebih dahulu menunggu pengambilan gaji dari PNS bekas suami yang telah
menceraikannya.

3) Bekas istri dapat mengambil bagian gaji yang menjadi haknya secara langsung
dari Bendaharawan gaji, atau dengan surat kuasa, atau dapat meminta untuk
dikinmkan kepadanya.

2. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat disimpulkan :

a. Dalam penyelesaian permasalahan kepegawaian, khususnya pembagian gaji
terhadap mantan istri Pegawai Negeri Sipil pasca perceraian, diharapkan kepada
setiap Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing instansi agar berpedoman
pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud.

b. Pejabat Pembina Kepegawaian wajib memerintahkan bendahara dan / atau
pengelola sistem pembayaran gaji yang digunakan untuk memotong sebagian gaji
vang menjadi hak mantan istri dan atau anak-anak PNS.

c. Menjatuhkan salah satu hukuman disiplin tingkat berat kepada PNS yang menolak
untuk memberikan sebagian gaji kepada mantan istri dan / atau anak-anak PNS.

d. Hukuman Disiplin tidak menggugurkan kewajiban PNS untuk memberikan
sebagian gaji yang merupakan hak mantan istri dan / atau anak-anak PNS.

3. Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

KEPALA

Tembusan :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Semua Deputi di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara;
3. Semua Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.



